PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

a.

PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan
pembangunan Tahun  Anggaran 2019, serta
optimalisasi pemanfaatan hasil pembangunan, perlu
dilaksanakan perubahan atas Peraturan Gubernur
Banten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2018
Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pembangunan

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonsesia Tahun 2018 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6245);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pedoman Swakelola;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Banten Nomor 66);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 33Tahun 2018
tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun
2018 Nomor 33);
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24.Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2018
tentang Standar Harga  Satuan  Barang/Jasa
Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 34);

25. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 55 TAHUN

2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasall

Ketentuan di dalam Lampiran BAB II Huruf D angka 8 huruf b Peraturan
Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah

Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

b. Batas Penyelesaian dan Serah Terima Pekerjaan Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2019 yaitu pada tanggal 26 Desember 2019, kecuali:
1) Belanja barang/jasa yang bersifat rutin, seperti: pengadaan bahan

makanan minuman untuk keperluan rumah sakit, sekolah, panti
jompo, jasa kebersihan, dan jasa keamanan, diselesaikan pada
tanggal 31 Desember 2019.

2) Kegiatan yang bersifat insidentil, antara lain: fasilitasi Kegiatan
Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah di akhir tahun,
Kegiatan Hari Ibu, dan Kegiatan Pengamanan Natal dan Tahun
Baru, serta Penyusunan APBD, diselesaikan pada tanggal 31
Desember 2019.

3) Paket Multiyears yang selesainya sesuai kontrak kerja.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 September 2019
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM
Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
AGUS MINTONO, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010




